SALINAN

BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa upaya melindungi lingkungan hidup dari

pencemaran merupakan salah satu tanggung jawab
Pemerintahan Daerah dalam upaya memenuhi hak
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam
rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. bahwa  banyaknya  kegiatan atau  aktivitas

masyarakat di Kabupaten Wonogiri menyebabkan
terjadinya pencemaran dan menurunnya kualitas
lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap
kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk
hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
pengendalian  pencemaran  lingkungan = yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan,;

. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah



Mengingat

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah
Daerah untuk mengendalikan pencemaran
lingkungan di wilayahnya dan untuk memberikan
arah, landasan dan kepastian hukum bagi
Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta semua pihak
yang terlibat dalam pengendalian pencemaran
lingkungan diperlukan pengaturan tentang
pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan
BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan
sernua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, =zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan
Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah
ditetapkan.

Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu
wadah baik alami maupun buatan yang
mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik,
kimiawi, dan hayati.

Pencemaran Air adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, =zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam air oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu
Air yang telah ditetapkan.

Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu
dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji
berdasarkan parameter tertentu dan metode
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau
kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke
dalam media air dan tanah dari suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.

Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan
bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam
wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang
dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan
manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan
Hidup lainnya.

Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada
waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau
diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode
tertentu  berdasarkan  ketentuan = peraruran
perundang-undangan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah
perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan
upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
dalam kurun waktu tertentu.

Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau
komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya
pencemaran udara.

Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan
manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke
dalam Udara Ambien.

Pencemaran Udara adalah masuk atau
dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen
lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara
Ambien yang telah ditetapkan.

Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar
Udara yang ditenggang keberadaannya dalam
Udara Ambien.

Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari
kegiatan manusia yang masuk dan/atau
dimasukkannya ke dalam wudara, mempunyai
danlatau tidak mempunyai potensi Pencemaran
Udara.

Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara
maksimum yang diperbolehkan masuk atau
dimasukan ke dalam udara ambien.

Limbah adalah sisa suatu wusaha dan/atau
kegiatan.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk
aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan
terhadap rona Lingkungan Hidup serta
menyebabkan dampak terhadap Lingkungan
Hidup.

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh
perubahan pada Lingkungan Hidup yang
diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna
asli, serta pola interaksi manusia dengan alam
yang menggambarkan integritas sistem alam dan
Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat
potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktu tertentu.

Ekosistem adalah tatanan wunsur Lingkungan



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh
dan saling memengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan  produktivitas
Lingkungan Hidup.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup.

Daya  Dukung Lingkungan Hidup adalah
kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antarkeduanya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah
kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap
zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk
atau dimasukkan ke dalamnya.

Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan
Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan
nonhayati yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan Ekosistem.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting pada Lingkungan Hidup dari
suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam
Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah
daerah yang melakukan kegiatan pada bidang
tertentu.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses
pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup
yang dituangkan dalam bentuk standar untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan
keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha
atau  persetujuan  Pemerintah  Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari
pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa
ketentuan mengenai standar Perlindungan dan



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis
mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau
Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya
disingkat SLO adalah surat yang memuat
pernyataan  pemenuhan  mengenai  standar
Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum.

Persetujuan  Lingkungan adalah  keputusan
kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan
kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang
telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang
diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan
usaha dan/atau kegiatan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengawasan dan/atau penegakan hukum
Lingkungan Hidup.

Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang
menduduki jabatan fungsional pada Instansi
Pemerintah.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan
secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat
pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui
dan/atau menetapkan tingkat ketaatan
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan
Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta
Peraturan  Perundang-Undangan di  bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan
dampak terhadap Lingkungan Hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen Lingkungan Hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau
Kegiatan.



Pasal 2

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
dilaksanakan berdasarkan asas:

a.

tanggung jawab Daerah;

b. kelestarian dan keberlanjutan;

SRS S T 0 o0

keserasian dan keseimbangan;
keterpaduan;

manfaat;

kehati-hatian,;

keadilan;

ekoregion;

keanekaragaman hayati;
partisipatif;

kearifan lokal; dan

tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup bertujuan

untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan yang dilakukan dengan:

a.

b.

memelihara Lingkungan Hidup yang sehat, bersih,
hijau, aman, dan nyaman;

melestarikan fungsi Lingkungan Hidup untuk
memelihara kemampuan daya dukung dan daya
tampung Lingkungan Hidup;

mencegah terjadinya Pencemaran terhadap media
air, udara, laut, dan tanah;

mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan
Hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan Daya
Dukung Lingkungan Hidup;

menanggulangi dampak akibat terjadinya
pencemaran Lingkungan Hidup; dan

memulihkan keadaan Lingkungan Hidup pada
suatu kondisi yang tetap mampu mendukung
berkehidupan manusia dan makhluk hidup.

Pasal 4

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi:

a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya

Pencemaran Lingkungan Hidup melalui instrument



pencegahan;

b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat
Pencemaran Lingkungan Hidup melalui penegakan
hukum dan penggunaan teknologi yang ramah
lingkungan; dan

c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi
lingkungan hidup melalui optimalisasi
pendayagunaan sumber daya dan teknologi.

Pasal 5
Ruang lingkup Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Hidup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
pengendalian Pencemaran Air;
pengendalian Pencemaran Udara;
pembinaan dan pengawasan;
peran serta masyarakat;
sinergitas dan kerjasama; dan

™o opo TP

pembiayaan.

BAB II
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
(1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai
dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Air.
(2) Pengendalian Pencemaran Air meliputi:
a. pencegahan Pencemaran Air;
b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
c. pemulihan Mutu Air.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 7
(1) Pencegahan Pencemaran Air dilakukan pada sumber
pencemar:
a. nirtitik; dan
b. titik.

(2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

-10-

pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara

pengelolaan terbaik.

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

a. penyediaan sarana dan prasarana,;

b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali,
pendauran ulang, perolehan kembali manfaat
dan/atau pengisian kembali air Limbabh;

c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;

d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah;

e. penyediaan personel yang kompeten dalam
pengendalian Pencemaran Air; dan

f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan
Mutu Air.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan
prasarana pengendalian Pencemaran Air.
Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
untuk sumber Air Limbah dari:

a. rumah tangga; dan

b. air limpasan atau nirtitik.
Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air
untuk usaha mikro.
Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan sarana
pengendalian Pencemaran Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku
Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
Dalam menyediakan sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
melakukan kerja sama dengan badan usaha yang
memiliki Perizinan Berusaha.
Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian
Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
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menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air
Limbah.

(2) Ketentuan mengenai pengolahan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib:
a. membuat kajian; atau

b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh

Pemerintah;

sebagai dasar pertimbangan dalam = penetapan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 11

(1) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air
Limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
dilakukan melalui penyusunan skenario dampak
berdasarkan:

a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan/atau
Kegiatan;

b. alokasi beban pencemar air; dan/atau

c. teknologi yang akan digunakan pada rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum
ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah
dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah
berdasarkan data Mutu Air pada segmen atau zonasi
Badan Air permukaan pada lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan.

(3) Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang pada air permukaan lebih longgar dari
Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri,
pejabat  pemberi  Persetujuan  Teknis  wajib
menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih
ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan

Menteri.
(4) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah
terlewati, @Usaha dan/atau  Kegiatan tidak

diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air
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Limbah atau diwajibkan:

a. untuk memanfaatkan Air Limbah; dan/atau

b. melakukan  alternatif lain dalam  upaya
penurunan beban pencemar air pada sektor lain.

(5) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah

terlewati, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib
melakukan evaluasi terhadap Persetujuan Teknis

yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Pasal 12
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Bupati.
Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 untuk kegiatan pembuangan dan/atau
pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui sistem informasi dokumen
lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Air Limbah.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan
kebenaran kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak permohonan diterima.
Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Bupati menugaskan Kepala
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 13
Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu
Air Limbah memuat:
a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah;
b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
c. sistem manajemen lingkungan.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan

verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk:

a. melihat kesesuaian antara standar teknis
pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan
pembangunan sarana dan prasarana yang
dilakukan; dan

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana
serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana

pengendalian Pencemaran Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak
memenuhi Persetujuan Teknis.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3):
a. memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati
sesuai dengan kewenangannya memerintahkan
untuk melakukan perbaikan sarana dan
prasarana dan/atau perubahan Persetujuan
Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya
dalam melakukan Pengawasan.
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air
Limbah terpenuhi.
Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan
prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup melakukan Pengawasan.



-14-

Pasal 15
Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b
dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO
diterbitkan.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan
Pencemaran Air mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 17

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan terjadinya Pencemaran Air wajib
melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

(2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air
kepada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Air;

c. penghentian sumber Pencemaran Air; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perekembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya
pencemaran.

(4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan
tersebut sebagai keadaan darurat dalam waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati sesuai
dengan kewenangannya.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memuat:

a. lokasi;

waktu;

penyebab;

dugaan dampak terhadap lingkungan; dan

upaya yang telah dilakukan.

a0 T
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Pasal 18

(1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan tidak melakukan penanggulangan
Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati
sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan penanggulangan
Pencemaran Air.

(2) Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air
sebagaimana pada ayat (1) dibebankan biaya kepada
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Kelima
Pemulihan Mutu Air

Pasal 19

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan
pemulihan mutu air.

(2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pembersihan unsur pencemar air;

remediasi;

rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

°opo o

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

(1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diketahuinya Pencemaran Air, Bupati sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan mutu air.

(2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana
penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup.
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(3) Ketentuan mengenai dana penjaminan untuk
pemulihan mengenai fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21
Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya jika:
a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber
pencemarannya; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran
Air.

BAB III
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22
(1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai
dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Udara.
(2) Pengendalian Pencemaran Udara meliputi:
a. pencegahan Pencemaran Udara;
b. penanggulangan Pencemaran Udara; dan
c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 23
Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui
penerapan:
a. Baku Mutu Emisi;
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
baku mutu gangguan;
internalisasi biaya pengolahan mutu;
kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi;

° oo o
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dan

f. standar nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakan dirumah tangga yang mengeluarkan
residu ke udara.

Paragraf 1
Baku Mutu Emisi

Pasal 24

(1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf a diterapkan pada:

a. sumber emisi tidak bergerak; dan
b. sumber emisi bergerak.

(2) Baku Mutu Emisi sumber emisi tidak bergerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan untuk usaha danlatau kegiatan dengan:

a. dampak emisi rendah; dan
b. dampak emisi tinggi.

(3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk
usaha dan/atau kegiatan dengan dampak Emisi
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh
Menteri.

(4) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk
usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.

(5) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh
pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL
rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL
rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis
pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.

(6) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri,
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 25
(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib
mengajukan  permohonan  Persetujuan  Teknis
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pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Bupati
sesuai dengan kewenangan persetujuan lingkungan.

(2) Bupati dalam menyetujui pemenuhan Baku Mutu
Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang lingkungan hidup.

Paragraf 2
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Pasal 26

(1) Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu
Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
b memuat:

a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
c. sistem manajemen lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Teknis
Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Lingkungan  Hidup

melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana

Pengendalian Pencemaran Udara.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk:

a. melihat kesesuaian antara standar teknis
pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan
pembangunan sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran Udara;

b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana
Pengendalian Pencemaran Udara serta
terpenuhinya Baku Mutu Emisi.

(3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana

Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak



-19-

memenuhi Persetujuan Teknis.

(4) Dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3);

a. memenuhi Persetujuan Teknis , Bupati sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau

b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis , Bupati
sesuai dengan kewenangannya memerintahkan
untuk melakukan perbaikan sarana dan
prasarana dan/atau perubahan Persetujuan
Lingkunganyang dituangkan dalam berita acara.

(5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya
dalam melakukan Pengawasan.

(6) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan
melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai
dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi
terpenuhi.

(7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan tidak melakukan perbaikan pada ayat (4)
huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
melakukan Pengawasan.

Pasal 28
Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b
dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO
diterbitkan.

Paragraf 3
Baku Mutu Gangguan

Pasal 29
Gangguan meliputi:
a. kebisingan;
b. kebauan; dan
c. getaran.
Pasal 30

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 wajib melakukan uji gangguan.
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(2) Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. menggunakan laboratorium yang teregistrasi
oleh Menteri; dan/atau
b. menggunakan  personel yang = memiliki
sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga
sertifikasi.

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Emisi dan
Baku Mutu Gangguan mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Internalisasi Biaya Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 32

(1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan harus melakukan
internalisasi  biaya pengelolaan Mutu Udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d.

(2) Internalisasi  biaya pengelolaan Mutu Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memasukkan biaya pengendalian
Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya
produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:

a. pencegahan Pencemaran Udara;

pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;

penggunaan bahan bakar bersih;

pengembangan sumber daya manusia; dan/atau

kegiatan lain  yang mendukung  upaya

Pengendalian Pencemaran Udara.

oo

Paragraf 5
Kuota Emisi Dan Sistem Perdagangan Kuota Emisi

Pasal 33
(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya
dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang
dimilikinya.
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(2) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk yang
Digunakan di Rumah Tangga yang Mengeluarkan
Residu ke Udara

Pasal 34
Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang
digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu
ke udara meliputi:
a. kebauan;
b. gangguan kesehatan; dan
c. bentuk standar lainnya  sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 35

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan
penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) huruf b.

(2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait
Pencemaran Udara;

b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan

c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
cara:

a. penghentian proses produksi;

b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang
menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau

c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Udara pada sumbernya.
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(4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
melakukan penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian
Pencemaran Udara kepada Bupati.

Pasal 36

(1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
penanggulangan Pencemaran Udara.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran
Udara.

Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan
Pencemaran Udara mengacu pada  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 38
(1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara
wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran
Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2) huruf c.
(2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. pembersihan unsur pencemar pada media
Lingkungan Hidup; dan
b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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Pasal 39

(1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diketahuinya Pencemaran Udara.

(2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

(3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran
Udara.

(4) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai
dengan kewenangannya, jika:

a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui;
dan/atau

b. tidak  diketahui pihak yang  melakukan
pencemaran.

(5) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati
sesuai kewenangannya.

Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemulihan Dampak
Pencemaran Udara mengacu pada  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 41
(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan kepada:
a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang
Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati;
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b. masyarakat.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

diseminasi peraturan perundang-undangan;

bimbingan teknis;

pendidikan dan pelatihan:

bantuan sarana dan prasarana,;

program percontohan,;

forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;

penyuluhan;

. penelitian;

pengembangan;

pemberian penghargaan; dan/atau

bentuk lainnya  lainnya  sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana pada ayat (2)
huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MO TR S0 a0 o

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

(1) Pengawasan dilakukan berdasarkan norma, standar
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup.

(3) Dalam melaksanakan Pengawasan Bupati
menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
yang merupakan Pejabat Fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



_25-

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan; dan/atau
c. penyimpanan informasi dan/atau laporan.
(3) Bentuk peran serta masyarakat sebagimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:
a. meningkatkan kepedulian dalam Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup;
b. menumbuhkan keterlibatan masyarakat;
c. menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan/atau
d. mengembangkan dan menjaga budaya dan
kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup.

BAB VI
SINERGITAS DAN KERJASAMA

Pasal 45

(1) Dalam  melakukan  Pengendalian  Pencemaran
Lingkungan Hidup Bupati dapat melakukan
koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah,
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui
Perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan/atau
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan
Hidup.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang
melaksanakan wurusan pemerintahan di bidang
Lingkungan Hidup.
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Pasal 46

(1) Dalam melakukan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerja sama dengan:
a. Pemerintah  Provinsi dan/atau  Pemerintah

Kabupaten/Kota lain; dan/atau

b. Pihak lainnya.

(2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 47
Pembiayaan yang diperlukan wuntuk pelaksanaan
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan
pemerintahan wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia melalui ketersediaan lingkungan hidup yang sehat bagi
warga negara.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan
hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah,
termasuk di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka daerah
bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan dan menjamin
terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di
daerah.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat adalah melalui instrumen hukum, dimana salah
satu fungsi hukum adalah sebagai tool of social engineering. Dengan
fungsi hukum sebagai tool of social engineering, maka diharapkan
hukum dapat mengubah perilaku dan sikap stake holder lingkungan
hidup sehingga dapat diarahkan kepada upaya
menumbuhkembangkan budaya sadar lingkungan dan mewujudkan
tindakan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian
lingkungan hidup dapat terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi
dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri, perlu adanya
pedoman atau guide line bagi stake holder lingkungan hidup yang
mengarahkan pada upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten
Wonogiri. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten
Wonogiri
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PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Daerah” adalah:

a. Daerah menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam akan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya  bagi
kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa
kini maupun generasi masa depan.

b. Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat.

c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan
Sumber Daya Alam yang menimbulkan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”

adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung

jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya
dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian
daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan
hidup.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan”

adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus

memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,
sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan

dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan
berbagai komponen terkait.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala
usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan
lingkungan  hidup untuk  peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan  harkat manusia @ selaras dengan
lingkungannya.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas
gender.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem,
kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan
lokal.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya
Alam hayati yang terdiri atas Sumber Daya Alam nabati dan
Sumber Daya Alam hewani yang bersama dengan unsur
nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk
ekosistem.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung
maupun tidak langsung.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat.

Huruf 1
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang
baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan
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hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "sumber pencemar nirtitik"
adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama
pencemarnya atau sumber tidak tentu.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘"pengurangan = (reduce),
penggunaan kembali (reuse), pendauran ulang (recgcle),
perolehan kembali manfaat (recouery), dan/atau
pengisian kembali (recharge) Air Limbah" adalah kegiatan
yang ditujukan untuk mengurangi Air Limbah yang
dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan Air Limbabh,
efisiensi penggunaan Air, penyimpanan Air Limbah,
dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.



Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Pasal 19

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘'"remediasi" adalah upaya
pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk
memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c
Yang dimaksud dengan 'rehabilitasi" adalah upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan
manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan
kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan
memperbaiki ekosistem.

Huruf d
Yang dimaksud dengan ‘'restorasi" adalah upaya
pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau
bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana
semula

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana penjaminan” untuk pemulihan
fungsi Lingkungan Hidup adalah dana yang disediakan oleh
pemegang Persetujuan Lingkungan untuk pemulihan kualitas
Lingkungan Hidup yang tercemar dan/atau rusak karena
kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup dapat berbentuk antara lain dana jaminan
reklamasi, dana  jaminan pascatambang, asuransi
pengelolaan Limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
wajib disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan
sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari
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setiap pemegang Persetujuan Lingkungan untuk melakukan
pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan asas
pencemar membayar (polluters pay principle) dan pelaksanaan
internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
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